BUPATI FURWAKARTA
PROVINSTJAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 24¢ TAHUN 2081
TENTANQ

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNQSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang & bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
() huruf b, Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi  Pada Instanai  Pemerintah  Untuk

Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib
melaksanakan penyederhanaan birokrasi;

b.  bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri,
Nomor 061/5875/0TDA, Tanggal 10 September 2021,
Perihal  Pertimbangan Penyederhanaan — Struktur
Organisasi  Perangkat  Daerah  Di  Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil
pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui
Gubernur (GWPP) tersebut  dengan melakukan
penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah;

bahwa bendasarkan ketentuan Pasal < Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimnana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan
Orgamsasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;

o

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b
dan huruf c¢ diatas, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan,
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Fembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tammbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daetah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2019, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selarjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daeran adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Purwakarta.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

7. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan
sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tcknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses
penataan  birokrasi untuk mewujudkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan
efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan abatan, dan penyesuaian sistem kzrja.
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11.. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah

perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada
Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit
organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan Perangkat
Daerah Tipe A.

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian
khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan
Daerah.

(2) ‘Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perikanan Tangkap, dan Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Perikanan Budidaya, dan Kelompok Jabatan
Fungsional;

e. Bidang Kesehatan Hewan dar. Kesehatan Masyarakat
Veteriner, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

f Bidang Peternakan, dan Kelompok Jabatan
Fungsional;

g. UPTD terdiri dari :
1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) kelas A;
2. UPTD Perikanan Perairan Umum, kelas A,

3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan,
kelas A;

4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH), kelas A;
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5. UPTD Pasar Hewan, kelas A;
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, kelas A; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan
Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 5

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan
dan pertanian khususnya aspek peternakan yang
menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan xebijakan, program, dan kegiatan
Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang
pertanian khususnya aspek peternakan;

b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan
Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang
pertanian khususnya aspek peternakan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang
perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek
peternakan,

d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan

bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya
aspek peternakan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai lingkup tugas dan furgsinya,

(3) Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan
bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan
peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

a. perikanan tangkap, yang terdiri atas:

1. pemberdayaan nelayan kecil;

2.pengelolaan penangkapan ikan di  wilyah
sungai, danau, waduk,rawva dan genangen air
lainnya; dan
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3.pengawasan  usaha penangkapan  ikan  di
wilanynh sunga, danau, waduk, rawa dan
penangan alr lainnya,

b. perikanan budidaya, yang terdiri atas:

I, pemberian rekomendani untuk penerbitan izin
usanha perikanan di bidang pembudidayaan

ikan yang usahanya dalam Daerah;

2.pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan
ikan; dan

3. pengelolaan pembudidayaan ikan,
¢, sarane dan prasarana peternakan, yang terdiri
atay,

l.pengelolaan  sumber daya genetik hewan
dalam Daerah;
2. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit

ternek dan jtanaman pakan ternak serta
pakan dalam Daerah;

3. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;

4.pengendalian  penyediaan dan peredaran
benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak
dalam Daerah;

5.penyediaan benih /bibit ternak dan hijauan
pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu)
daerah provinsi;

6. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak dalam Daerah;dan
7. pengembangan lahan penggembalaan umum.

d. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner, yang terdiri atas:

1. penjaminan kesehatan hewan, penutupan
dan pembukaan daerah wabah penyakit
hewan menular dalam Daerah;

2. pengawasan pemasukan hewan dan produk
hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan
dan produk hewan dari Daerah;

3. pengéloiaan pelayanan jasa laboratorium dan
jasa medik veteriner dalam Daerah;

4, penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesehatan masyarakat veteriner;dan

5. penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesejahteraan hewan.

e. perizinan pertanian aspek peternakan, yang
terdiri dari:
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1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan
izin usaha peternakan, produksi benih/bibit
ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan
hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,

rumah potong hewan;dan

2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan
izin usaha pengecer obat hewan.

Baglan Kedua
Perincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan
dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan
kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan
dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
pelayanan umum bidang perikanan dan bidang
pertanian khususnya aspek peternakan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan
Pemerintahan bidang perikanan dan Dbidang
pertanian khususnya aspek peternakan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dbidang
perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek
peternakan,;

e. pembinaan ketatausahaan Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

a. memberikan pengarahan dan menetapkan
kebijakan, program dan  kegiatan Urusan
Pemerintahan bidang perikanan dan bidang
pertanian khususnya aspek peternakan;.

b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan
pembinaan  dalam  pelaksanaan/implementasi
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Pemerintahan bidang perikanan dan bidang
pertanian khususnya aspek peternakan,

¢. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan
penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan,
program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang
perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek
peternakan;

d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan
proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program
dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang
perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek
peternakan, .

e. melakukan pembinaan kepada bawahan;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang
terkait; dan

8. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mempimpin dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi
perencanaan dan  pelaporan, keuangan, serta
kepegawaian dan administrasi umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan dinas,;

b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan
Dinas,;

c. pelaksanaan manajemen dan administrasi
kepegawaian;

d. pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan
kearsipan;

e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris
mempunyai perincian tugas :
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(1)

(2)

a. menyusun rencana dan program kerja
kesekretariatan meliputi Perencanaan dan pelaporan,
penatausahaan keuangan SKPD, manajemen dan
administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan

umnum;

b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas,
yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan
akunting;.

c. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
keuangan kepada Atasan;

d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang
berlaku;

f. membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan
(pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;

g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat sebagaimana

dimaksud Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:

a. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi_dan
Pelaporan; dan

b. Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum.

Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk
penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA),
Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas,

dan Profil Dinas;

b. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan
dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaporan Dinas;

c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan Dinas;dan
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(3)

d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan Dinas.

Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan  Umum
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan kebijjakan, program dan kegiatan
urusan kepegawaian dan umum,;

b. menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;

c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di
lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut
kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu
istri/suami, tunjangun anak/keluarga, asuransi
kesehatan, tabungan esuransi pegawai negeri sipil,
tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar,
membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai,
penyesuaian ijjazah, usulan memberi penghargaan
dan tanda kehormatan, memberikan layanan
penilaian angka kredit Jabatan Fungsional,
pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti
pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin
pernkawinan/perceraian, membuat usulan
pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam
jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan/mutasi  pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan
penilaian sasaran kerja pegawai;

d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di
lingkup Dinas;

c. mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup

Dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

f melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan

kearsipan;

g. mengelola administrasi kerumahtanggaan,

perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan
protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

h. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian

perlengk:ipan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis
Kantor (ATK) di lingkup Dinas;

i. mengelola sarana dan prasarana Linas;

j. menyiapkan bahan penyusuran Rencana Kebutuhan

Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
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k. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan
Petugas Inventaris Barang;dan

1. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Paragraf 3
Subbagian. Keuangan

Pasal 9

(1) Subbagian. Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian. Keuangan mempunyai tugas
" melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Subbagian, Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi
keuangan Dinas;

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang
meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan
akunting;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Subbagian.
Keuangan mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Subbagian. Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan
keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan

selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

d. menyusun dan mengusulkan calon Bendahara dan
Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;

e. membina dan mengawasi bendahara sesuai
ketentuan yang berlaku;

f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan
pelaksariaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil
dan honorarium pegawai honorer;

g mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban

dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,;
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I,

0,

q.

r

w.

meneliti kelengkapan S5PP-L9 pengadaan barang dan
juna yang disampallkan oleh bendahsra pengeluaran
dan diketahul/disetujul oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
“4PP-1S gafi dan tunjungan PNS serta penghasilan
Iminnya  yang ditetapkan  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara
Pengelunran;

menelitl kelenghkapan SPP-UP dan SPP-QU kegiatan
yang diblayal oleh APBD di lingkup Dinas;

menylapkan dokumen SPM berdasarksn usulan SPP;

menelitl kelengkapan 8PJ dan laporan keuangan
lainnyn;

melakulkan verifikasi harian atas penerimaan Dinas
(pelaknanannnya, diselaraskan dengan kewenangan
yang dimiliki Dinas);

menyelenggarskan  akunting  keuangan, meliputi
akunting penerimaan kas, akunting pengeluaran kas,
akunting asset tetap dan akunting selain kas;
menyusun laporan  berkala realisasi fisik  dan
keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas;

menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap
triwulan dan akhir tahun;

memantiau pelaksanaan /penggunaan  anggaran
belanja Dinas;

mengkoordinasikan  pelaksanaan  penyelesaian

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
(TPTGR);
melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah
keuangan dengan  satuan/unit kerja lain  yang
terkalt;
melaksanakan  pengendalian dan  pengawasan
keuangan lingkup Dinas, sesuai ketentuan yang
berlaku,

menyusun usulan rencana anggaran pembangunan
sesunl perencanaan dan program Dinas;

meremajakan  data  dalam  sistern  informasi
manajemen keuangan Dinas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
keuangan kepada Atasan;

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan  pihak-plhak lain dalam  memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

thaau fkemlatan saanni lratantinian uana harlalng
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z. membina, membimbing, dan mengevaluasi bawahan
(pelaksana), sesuai kewenangan yang berlaku;

aa. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sckretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 10

(1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Perikanan
Tangkap.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai
fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;

b. pelaksanaan urusan pengelolaan, pengawasan dan
pengendalian perikanan tangkap;

c. pelaksanaan pembinaan tugas dalam pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimaua dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai
perincian tugas, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan proses penyusunan rencana
kerja Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis
pedoman operasional perikanan tangkap kepada

pimpinan;

c. mengkoourdinasikan pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan perikanan tangkap dalam wilayah
kewenangan Kabupaten;

d. mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan
sumber daye perikanan;
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e. menilai hasil kajian dan analisis potensi wilayah
penangkapan ikan; ;

f. mengkcordinasikan pelaksanaan pembinran teknis
profesi nelayan kecil;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi data
dan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan
tangkap;

h. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana
perikanan tangkap antara kelompok perikanan

dengan pihak pemerintahan maupun swasta;

i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

j- menilai/mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan
sesuai ketentuan yang berlaku;

k. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Angguran (DPA) Bidang;

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
pimpinan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Pengelompokan uraian fungsi Bidang Perikanan
Tangkap terdiri dari ;
a. Kelompok Sub-Substansi Pemberdaynan Nelayan

Kecil;

b. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan Usaha Nelayan
Kecil; dan

c. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Nelayan
Kecil.

(6) Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil
mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan
pemberdayaan nelayan kecil sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan pemberdayaan
nelayan kecil;

c. melakukan pengumpulan data produksi hasil
tangkapan dan olahan, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijaksn;

d. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi nelayan
kecil;

e. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi, dan informasi;
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f. melaksanakan kegiatan kerja, pembinaan
pemberdayaan nelayan kecil;dan
g. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

pemberdayaan nelayan kecil (untuk rekomendasi
perizinan dan/atau non perizinan),

Kelompok Sub-Substansi Kemitraan Nelayan Kecil

mempunyai tugas ;

a. menyusun rencana Kkerja pengelolaan urusan
kemitraan usaha nelayan kecil sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan kemit!-aan
usaha nelayan kecil,

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan;

d. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi
kemitraan usaha nelayan kecil;

¢. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan
dan informasi kemitraan usaha nelayan kecil;

f. melaksanakan kegiatan kerja, pembinaan
kemitraan usaha nelayan kecil;dan

- memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
kemitraan usaha nelayan kecil (untuk rekomendasi
perizinan dan/atau non perizinan).

Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Nelayan Kecil,

mempunyai tugas :

a, menyusun rencana Kkerja pengelolaan urusan
kelernbagaan nelayan kecil sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan kelembagaan
nelayan kecil;

c. melakukan pengumpulan data kelompok nelayan
kecil, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan;

d. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi
kelembagaan nelayan kecil;

e. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan,
dan informasi kelembagaan nelayan kecil;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
nelayan kecil;

g. melaksanakan kegiatan  kerja, @ pembinaan
kelembagaan nelayan kecil;dan
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h. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
kelembagaan nelayan kecil (untuk rekomendasi
perizinan dan/atau non perizinan).

Paragraf 5
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

(1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan urusan pemerintah daerah Bidang
Perikanan Budidaya.

(3) Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai

fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
budidaya;

b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perikanan budidaya;

c. pembinaan, pengawasan dan  pengendalian
pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya yang
meliputi kelembagaan usaha perikanan budidaya,
sarana dan prasarana perikanan budidaya serta
produksi perikanan budidaya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai
perincian tugas, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan proses penyusunan rencana
kerja Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,; '

b. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup
Bidang Perikanan Budidaya;

c. menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis
sebagai pedoman operasional penyelenggaraan
urusan perikanan hudidaya kepada pimpinan;

d. mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan
pengembangan kelembagaan usaha perikanan

budidaya;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan
pengembangan sarana dan prasarana perikanan
budidaya;
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f. mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan,
pembinaan dan pengembangan produksi perikanan

budidaya;
g memfasilitasi pengembangan dan perlindungan
budidaya perikanan;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
perikanan budidaya kepada Atacan;

i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

J. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang

k., mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan wuraian fungsi Bidang Perikanan
Budidaya terdiri dari :

a. Kelompok Sub-Substansi Produksi;
b. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Usaha; dan
c. Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana.

Kelompok Sub-Substansi Produksi mempunyai tugas:

a. menyusun 1encana kerja pengelolaan urusan
produksi perikanan budidaya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas,

. b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau

kegiatan lingkup pengelolaan urusan produksi
perikanan budidaya;

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan produksi perikanan budidaya;

d. melaksanaan pembinaan Cara Pembenihan lkan
yang Baik;

e. melaksanaan pembinaan Cara Pembesaran kan
yang Baik (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

f. memfasilitasi penyediaan benih ikan, calon induk,
dan induk ikan yang bermutu;

g. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan Hama
dan Penyakit Ikan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
dalam rangka standarisasi dan  sertifikasi

pembudidayaan ikan;

i. melaksanakan pengumpulan data produksi
budidaya perikanan;
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j. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
distribusi produksi budidaya perikanan;

k. melaksunakan pemetaan potensi komoditas
perikanan untuk peningkatan produksi perikan
budidaya; .

. melaksanakan kegiatan Kerja, pembinaan produksi
perikanan budidaya;dan

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

pembinaan produksi perikanan budidaya (untuk
rekomendasi perizinan dan/atau non perizinan).

Kelompok  Sub-Substansi  Kelembagaan  Usaha

mempunyai tugas !

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan
Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan Kelembagaan
Usaha Perikanan Budidaya;

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan usaha
budidaya perikanan;

e. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi
kemitraan usaha budidaya perikanan;

f. memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuen,
teknologi, dan informasi budidaya perikanan;

g melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha kecil
budidaya perikenan;

h. melaksanakan  kegiatan kerja, = pembinaan
kelembagaan usaha budidaya perikanan;dan
i. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

pelayanan rekomendasi teknis usaha budidaya
perikanan (untuk rekomendasi perizinan dan/atau

non perizinan).

Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan
sarana dan prasarana perikanan budidaya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau

kegiatan lingkup pengelolaan urusan sarana dan
prasarana perikanan budidaya; '
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¢. melakukan penguimpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan;

d. menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya
perikanan berdasarkan RTRW;

e. menyediakan data dan informasi pengelolaan

penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk
pembudidayaan ikan

f. melaksanakan pemantauan peredaran pakan ikan
dan obat ikan (OIKB)

g. melaksanakan penerapan mutu pakan ikan dan
obat ikan;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian sarana dan prasarana budidaya
perikanan di perairan umum;

i. menyusun pola pengembangan kawasan budidaya
perikanan;

J. melaksanakan kegiatan kerja, penataan sarana dan
prasarana perikanan budidaya;dan

K. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
penataan sarana dan prasarana perikanan

budidaya (untuk rekomendasi perizinan dan/atau
non perizinan).

Paragraf 6
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Pasal 12

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner dipimpin oleh seorarg Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.
(2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan pemerintah daerah Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. pengelolaan urusan pemernntahan dan pelayanan
umum di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner;
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O pelakosanaan s T ang dibenkian hepata s \
SERUAL e tnan dan ngsin a

(N Dalamy vangha  melaksanakan - agas adan g
robiaarinana dinatond pada avar () dan avar (Y
hepala Tadang  hesebiatan  Hewan dan hesehatan
Martarakat  Vamonmer  mempuiinnar - penncian - tagas,
sobagal ekt

A MEANRROOIIIARKAT  PIDEER  Pein snan  ivicana
hena Mdang hesehatan Hewan  dan hesehatan
Manvarahat Votonner sebagar padoman pelaksanaan
Naplang

B menyanmparhan bahan peramusan hebpakan ehms
sebhagal  padoman  operasional  penyelengiaraan
urisan kesehatan hewan dan kesehatan
magyarakat vetennes kepada pinpinan, ’

O menghoondinastkan paniongraraan taslitasy
pongamatan pamyvalng dan penganasan obat hewan,

}\-‘\\\‘i‘s:\\\e\\\ dan pemberantianan penvaknt hewan,
serta hesehatan masyarakat vetenner

domenvampatkan laporan hasil evaluast pelaksanaan
Replatan Bidang Resehatan Hewan dan Resehatan
Masvarakat Veteriner,

e, menyampaitkan  telaahan  sta® sebwgal  bahan
pertimbangan pengambilan Nelbyiakan,

(. melaksanakan koondinast dengan Perangkat Daerah , @
dan  pihak-pihak  lamn  dalam memperlancar
pelaksanaan fugas Readinasan;

R, menyusun Rencana Regiatan Amaaran (RRA) dan
Dokumen Pelaksanaan Angaaran (DPA) Bdang

h. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan

tugas/KRegiatan sesuai Ketentuan yang berlakag dan

i, melaksanakan  tugas  lan vang  dibenkan  oleh

Repala Dinas, sesual dengan tugas dan fungsinya,

(5) Pengelompokan uraian angal Bidang Resehatan Hewan
dan Nesehatan Masyarakat Veteriner tendint dan @

a. Kelompok Sub-Substansi Pengamatan Penyvakit dan

Peneawasan Obat Hewan,

b. Kelompok Sub-Subatansi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
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¢. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan  Kesehatan
Masyarakat Veteriner.

(6) Kelompok Sub-Substansi Pengamatan Penyakit Dan
Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerjn pengelolaan urusan |
pengamatan  penyakit, surveilans, informasi
veteriner dan pengawasan obat hewan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan pengamatan
penyakit, surveilans, informasi veteriner dan
pengawasan obat hewan;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pedoman operasional pengamatan penyakit dan
pengawasan obat hewan;

d. menyusun petunjuk tcknis dan  petunjuk
pelaksanaan pengamatan penyakit dan pengawasan
obat hewan;

e. melaksanakan pengamatan serta  surveilans
terhadap penyakit hewan menular;

f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data
meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah
korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang
sangat berguna untuk menetapkan langkah-
langkah penanganan selanjutnya;

g. menyiapkan rekomendasi ijin depo/penyalur atau
pengecer obat hewan, pertimbangan teknis ijin obat
hewan kepada distributor, produsen dan
importir/eksportir;

h. melaksanakan pembinaan pengawasan peredaran

obat hewan di pet shop, poultry shop dan
distributor obat hewan;

i. melaksanakan pembinaan pengawasan standar i
mutu obat hewan,

j. melaksanakan  kegiatan  kerja,  pembinaan
pengelolaan pengamatan penyakit, surveilans,
informasi  veteriner dan pengawasan  obat
hewan;dan

k. memberikan saran dan pertimbaagan teknis urusan
pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan
(untuk = rekomendasi perizinan dan/atau non
perizinan).

(7) Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyal tugas :

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan

P
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penyakit hewan scbagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pedoman operasional pencegahan .dan
pemberantasan penyakit hewan;

d. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan;

e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan ;

menyiapkan dan membuat surat rekomendasi
teknis kesehatan hewan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalu
lintas hewan;

h. melaksanakan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan menular yang
bersifat strategis;

i. melaksanakan inventarisasi kasus kejadian
penyakit hewan individual milik masyarakat;

j. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan
kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan Surat
Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) tujuan antar
Provinsi dan ekspor;

k. melaksanakan kegiatan kerja, pembinaan
pengelolaan pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan;dan

. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
(untuk rekomendasi perizinan dan/atau non
perizinan).

Kelompok  Sub-Substansi Pelayanan  Kesehatan

Masyaralat Veteriner mempunyai tugas ;

a. menyusun rencana kerja pengelolaan urusan
melaksanskan pembinaan, pengawasan dan
pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan melaksanakan
pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pelayanan
kesehatan masyarakat veteriner;

c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
pedoman teknis operasional kesehatan masyarakat
veteriner;

d. melaksa_ma.kan pengelolaan data kesmavet;
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¢. melaksanakan  pembinaan, pemeriksaan  dan
pengawasan mutu produk pangan asal hewan (PAH)
dan hasil pangan asal hewar. (HPAH);

.  menginventarisir pengusaha pangan asal hewan
(PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH);

¢, menyiapkan rekomendasi sertifikasi nomor kontrol
veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan;

h. melaksanakan  pembinaan dan pengawasan
penerapan higlene sanitasi produsen produk asal
hewan;

i. melaksanakan pengawasan lalu lintas produk asal
hewan;

J. menyiapkan surat keterangan kesehatan produk
pangan asal hewan tujuan ekspor dan impor;

k. melaksanakan pembinaan penerapan standard
teknis minimal Rumah Pemotongan Hewan (RPH),
Rumah Pemotongan Unggas (RPU), laboratorium
kesmavet, serta keamanan dan mutu prc;duk
hewan;

.  melaksanakan fasilitasi pemeriksaan produk asal
hewan;

m. melaksanakan fasilitasi pengendalian penyakit
zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke
manusia dan/atau sebaliknya) yang berasal dari
pangan/hasil pangan asal hewan;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penerapan kesejahteraan hewan;

0. melaksanakan  kegiatan  kerja,  pembinaan
pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
veteriner;dan

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan

kesehatan masyarakat veteriner (untuk
rekomendasi perizinan dan/atau non perizinan).

Pasal 7
Bidang Peternakan

Pasal 13
(1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan
perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak, serta
bine usaha peternakan untuk meningkatkan populasi
ternak, kemitraan kelernbagaan dan sarana prasarana

peternakan.
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan,
pembinaan perbibitan, sarana, prasarana dan
pakan ternak, serta bina usaha peternakan;

b. Pengelolaan urusen pemerintahan dan pelayanan
umum di  bidang pengelolaan, pembinaan
perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak,

serta bina usaha peternakan,

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan tugas bidang pengelolean, pembinaan
perbibitan, sarana, prasarana dan pakan ternak,
serta bina usaha peternakan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepada
Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala Bidang peternakan mempunyai perincian tugas,
sebagaimana berikut:

a. Merumuskan Rencana Kerja Bidang Peternakan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun alokasi sumberdaya dan sumberdana
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program
kerja;

¢. Menyampaikan bahan perumusan kebijakan teknis
sebagai pedoman penyelenggaraan  urusan
pengelolaan, pembinaan, pengawasan perbibitan,
sarana brasarana pakan ternak serta bina'usu.ha;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan,
pengawasan dan pengelolaan perbibitan dan

produksi ternak, pengembangan sarana prasarana
peternkan dan pakan ternak serta bina usaha

peternakan;
e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan,

pengawasan dan pengelolaan perbibitan dan
produksi ternak, pengembangan sarana prasarana
peternkan dan pakan ternak serta bina usaha
peternakan,

f. Memberikan saran dan masukan yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan
dan pengelolaan perbibitan dan produksi ternak,
pengembangan sarana prasarana peternkan dan
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g. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan

Bidang Peternakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

(5) Pengelompokan uraian fungsi Bidang Peternakan terdiri
dari :
a, Kelompok Sub-Substansi Pembibitan;

b. Kelompok Sub-Substansi Sarana, Frasarana dan
Pakan Ternak; dan

c. Kelompok Sub-Substansi Bina Usaha Peternakan.

(6) Kelompok Sub - Substansi Perbibitan mempunyai
tugas:

a. Menyiapkan rencana kerja pengelolaan urusan di
bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan,
standarisasi dan mutu ternak ruminansia potong,
ruminansia perah serta unggas dan aneka ternak
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan sumber daya genetik
hewan, standarisasi dan mutu ternak ruminansia
potong, ruminansia perah serta unggas dan aneka

ternak;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan,
standarisasi dan mutu ternak;

d. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya genetik
hewan dalam daerah;

e. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran

bibit ternak dalam daerah;

f. Melaksanakan pengawasan dan pengenddalian
penyediaan dan peredaran bibit ternak dalam
daerah;

g. melaksanakan penyediaan bibit ternak yang
sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyebaran
dan pengembangan ternak;

i. Melaksanakan pelatihan teknis pembibitan ternak
sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
mutu bibit ternak;\
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(7

j. Merigawasi peredaran bibit ternak yang dilakukan
swasta,;

k. Melaksanakan penyelenggaran kegiatan inseminasi

buatan dan teknologi reproduksi peternakan sesuai
ketentuan yang berlakuu guna meningkatkan

populasi ternak;

l. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan
hubungan kerja sama dengan instansi dan
perguruan tinggi dalam rangka kajian,

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
di bidarg perbibitan dan produksi ternak;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
perbibitan ternak dan produksi turnak.

Kelompok Sub - Substansi Bina Usaha Peternakan

mempunyai tugas:

a. Menyiapkan rencana kerja pengelolaan urusan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan bina usaha peternakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pengelolaan bina
usaha peternakan;

c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis
sebagai pedoman pengawacan dan pengendalian
bina usaha peternakan:

d. Menyusun laporan bulanan dab tahunan yang
berkaitan dengan bina usaha peternakan;

e. Melaksanakan bimbingan penerapan standar-
standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan
hasil peternakan di wilayah kabupaten;

f. Menyusun peningkatan mutu hasil peternakan dan
hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

g. Melaksanakan  bimbingan  pengelolaan  unit
pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan
hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten,

h. Melakukan promosi komoditas peternakan di
wilayah kabupaten;

i. Melakukan pembinaan mutu dan pengolahan hasil
produk olahan peternakan;
j.- Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi

panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternkan wilayah kabupten;

k. Melaksanakan penerbitan rekomendasi pengiriman
ternak dan Produk Bahan Asal hewan {BAH) keluar
Kabupaten Purwakarta;
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l. Melaksanakan dan menyebarluaskan informasi
harga pasarwilayah kabupaten,

m. Melaksanakan mekanisme pengaasan penyaluran
hasil peternakan;

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan
bina usaha peternakan.

(8) Kelompok Sub - Subetansi Sarana, Prasarana dan
Pakan Ternak mempunyai tugas:

a. Menyiapkan rencana Kkerja pengelolaan urusan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan sarana, prasarana dan pakan ternak
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, program dan/atau
kegiatan lingkup pengelolaan urusan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana,
prasarana dan pakan ternak;

c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis sebagai
pedoman pengawasan dan pengendalian sarana,
prasarana dan pakan ternak;

d. Menyusun laporan bulanan dan tahunan yang
berkaitan dengan sarana, prasarana dan pakan
ternak; :

e. Menyusun konsep dan pola pengembangan hijauan
makanan ternak dan lahan pengembangan;

f. Mengidentifikasi kebutuhan sarana,prasarana
peternakan,

g. Pembinaan serta pengkajian pengelolaan sarana,
prasarana peternakan dan melaksanakan bimbingan
produksi pakan dan bahan baku ternak wilayah
kabupaten;

h. Pengadaan serta pendistribusian kebutuhan sarna
dan prasarna peternakan serta benih/bibit hijauan
pakan;

i. Penetapan lokasi dan pelaksanaan pengaturan,
pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan dan
pemanfaatan tanah pengembalaan umum;

j. Melaksankan pengawsan mutu dan pengaturan
penyebaran pakan jadi, konsentrat, additive dan
supplement di wilayah kabupaten;

k. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data
potensi hijauan dan produksi pakan di wilayah
kabupaten;

1. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis urusan
sarana, prasarana dan pakan ternak;
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Paragraf 8
UPTD

Pasal 14

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagien tugas Dinas '
di bidang pengelolaan Balai Benih lkan, Perikanan
Perairan Umum, Pengembangan Produk Hasil
Perikanan, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan

Hewan;
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
b. UPTD Perikanan Perairan Umum; .
c. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
d. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);

e. UPTD Pasar Hewan; dan
f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

(3) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terdiri atas :

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 15
(1) UPTD Balai Benih [kan dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yans berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. l

(2) Kepala UPTD Balai Benih lkan mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di

bidang pengelolaan dan pengembangan perbenihan
ikan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), UPTD mempunyai fungsi :
a. penyusunan rumusan rencana pengelolaan dan
pengembangan perbenihan ikan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan
perbenihan ikan;

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pengelolaan dan pengembangan perbenihan ikan;
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya,

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
UPTD mempunyali perincian tugas :

a. menyusun rencana kerjn UPTD sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
teknis program dan kegiatan UPTD;
c. membina dan mengendalikan administrasi

ketatausahaan yang meliputi urusan program,
keuangan, umum dan kepegawaian,;

d. menyusun rencana usulan kebutuhan pengadaan
perbekalan kegiatan pengembangan perbenihan
ikan;

e. mengelola pelaksanaan pengembangan benih ikan
yang meliputi pencatatan (jenis ikan, usia, berat,
ukuran, jumlah dan lain-lain] secara berkala,
perawatan (pemberian pakan ikan, obat/vitamin
pertumbuhan, dan lain-lain) secara teratur, dan
pemeliharaan air serta tempat penampungan/kolam
ikan.

. melaksanakan pengembangan teknologi perbenihan
ikan;

g. melaksanakan pengawasan mutu induk dan benih
ikan;

h. melaksanakan pengembangan produksi benih dan
induk ikan unggulan;

i. melaksanakan pengamatan, pengendalian dan
pemberantasan hama penyakit ikan yang menular di
lokasi perbenihan;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data aplikasi teknologi perbenihan ikan;

k. melaksanakan penyusunan, penyajian dan
penyebarluasan informasi hasil aplikasi teknologi
perbenihan ikan;

. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan
pengendalian pengelolaan pengembangan
perbenihan ikan;

m. mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi
yang menjadi tugas dan kewenangannya;

n. melaksanakan menyusun rencana kebutuhan
pegawai dan tenaga teknis UPTD;

o. melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis
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p. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pilhak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
UPTD Perikanan Perairan Umum

Pasal 16

(1) UPTD Perikanan Perairan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum mempunyai
tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian
tugas Dinas dalam melaksanakan pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian perairan umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan tcknis pengelolaan,

pengawasan dan pengendalian perikanan perairan
umum;

b. pelaksanaan urusan pengelolaan perikanan perairan
umurm;

c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang pengelolaan
perikanan perairan umum;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala UPTD mempunyai perincian tuges :

a. menyusun rencana kerja UPTD Perikanan Perairan
Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun bahan perumusan Kkebijakan teknis

pedoman operasional penyelenggaraan
pengembangan dan pengelolaan perikanan perairan
umum,

c. melaksanakan pengelolaan perikanan perairan
umum,

d. memfasilitasi bimbingan teknis perikanan perairan
umum;
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e. melakukan pemetaan wilayah perikanan perairan
umum,

f. melaksanakan pemantauan/monitoring lingkungan
usaha perikanan di perairan umum;

g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Pasal 17

(1) UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan dipimpin
oleh seorang Kepula UPTD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian
tugas Dinas di bidang Pengembangan Produk Ilasil
Perikanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), UPTD Pengembangan Produk Hasil
Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pengawasan dan
pengembangan produk hasil perikanan;

b. pelaksanaan pengawasan dan pengembangan
produk hasil perikanan;

pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Dalam  menyelenggarakan tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja UPTD Pengembangan
Produk Hasil Perikanan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. melaksanakan rencana kerja UPI‘D Pengembangan
Produk Hasil Perikanan;

c. menyusun data informasi dan rencana kebutuhan

pegawai dan tenaga teknis UPTD Pengembangan
Produk Hasil Perikanari;
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d. memfasilitasi dan  koordinasi kegiatan
perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan
pengembangan produk hasil perikanan konsumsi
dan non konsumsi;

€. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pengembangan produk hasil perikanan
konsumsi dan non konsumsi;

f. menyelenggarakan bimbingan teknis pengolahan
dan pengembangan produk hasil perikanan;

g. menyusun petunjuk teknis pengembangan produk
hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi;

h. menyelengarakan pelatihan pengolahan dan
pengembangan produk hasil perikanan;
i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah

dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan,sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12
UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 18

(1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di
bidang pengelolaan pelayanan pemotongan hewan.dan
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. penyusunan pedoman kebijakan pelaksanaan
pengelolaan pelayanan pemotongan hewan;

b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan pemotongan
hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat
veteriner;

c. pelaksanaan  pengawasan dan  pembinaan
pengelolaan pelayanan pemotongan hewan dan
pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.

o
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(4) Dalam  menyelenggarakan  tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

Kepala UPTD mempunyai perincian tugas

a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengelola pelaksanaan rencana kerja UPTD;

c. membina dan mengendalikan administrasi
ketatausahaan yang meliputi urusan program,

keuangan, umum dan kepegawaian;
d. menyusun bahan rencana target penerimaan
retribusi daerah yang menjadi kewenangannya,

e. melaksanakan pemeriksaan ternak  sebelum
dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan kesehatan
daging (post mortem);

f. melaporkan kejadian penyakit hewan menular
dalam waktu 1 x 24 jam;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

pemotongan ternak besar betina
bertanduk/produktif:

h. melaksanakan pengafkiran terhadap
daging/organ/jeroan yang tidak layak dikonsumsi
masyarakat;

i. melaksanakan pengecapan terhadap daging yang
sehat dan siap dipasarkan;

j. melaksanakan pengawasan transportasi daging yang
meliputi alat dan tempat pengangkutan daging;

k. melaksanakan pengawasan terhadap tempat/depo
pedagang daging;

. menjaga kebersihan peralatan, sarana dan
prasarana di lingkungan RPH guna
mempertahankan hygiene kesehatan daging;

m. raengelola penerimaan dan penyetoran retribusi
yang menjadi tugas dan kewenangannya;
n. menyusun perencanaan usulan  kebutuhan

anggaran operasional kegiatan dan pengadaan
sarana dan prasarana UPTD;

o. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar

pelaksanaan tugas kedinasan;

p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kci:a]a
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 13
UPTD Pasar Hewan

Pusal 19
(1) UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
UPTD dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas di
bidang pengelolaan dan pelayanan pasar hewan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. penyusunan rumusan rencana pengelolaan pasar
hewan; .

b, pelaksahaan pengelolaan pasar hewan;

c. pelaksanaan pengawasan dan  pengendalian
pengelolaan pasar hewan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Dalam  menyelenggarakan tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,
b. mengelola pelaksanaan rencana kerja UPTD;

c. membina dan mengendalikan administrasi
ketatausahaan yang meliputi urusan program,
keuangan, umum dan kepegawaian;

d. menyusun data informasi dan rencana kebutuhan
pegawai dan tenaga teknis UPTD;

e. menyusun pedoman kebijakan teknis dalam
pengelolaan pasar hewan;

f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
ketatausahaan pengelolaan pasar hewan,;

g melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan
hewan/ternak yang keluar masuk pasar hewan;

h. melaksanakan pengawasan dan  penyidikan
epidemiologi penyakit hewan/ternak yang keluar
masuk pasar hewan;

i, melaksanakan pengawasan dan pengendalian keluar
masuk hewan atau ternak;

j. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan;
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k. melaksanakan pengamatan terhadap kemungkinan
adanya penyakit hewan menular;

l. melaporkan kejadian penyakit hewan menular
dalam waktu 1 x 24 jam;

m. melaksanakan pembinaan dan  pengawasan,
terhadap persediaan, peredaran dan stabilitas harga
hewan/ternak;

n. menyusun dan menyajikan data dan informasi pasar
mengenai jumlah pedagang, jenis hewan dagangan,
jumlah rata-rata transaksi penjualan, sarana dan
prasarana pasar, dan sejenisnya;

o. mengelola penerimaan dan penyetoran retribusi
pasar yang menjadi tugas dan kewenangannya,

p. nelaksanakan Kkoordinasi kebersihan, ketertiban
dan keamanan pasar hewan;

q. melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis
operasional;

r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah

darn  pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 20
(1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai
tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagian
tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan, dan

kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik,
konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a, penyusunan rumusan rencana pelaksanaan
pelayanan kesehatan hewan;

b. pelaksanean pelayanan kesehatan hewan,

. pemberian pelayanan jasa veteriner;
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d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan
darurat wabah;

e. pemberian pelayanan jasa veteriner;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam  menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Kepala UPTD mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan;

¢. melaksanakan pengambilan specimen produk hewan
untuk pengujian lebih lanjut;

d. melaksanakan koordinasi dengan bidang keswan
kesmavet dalam pelayanan kesehatan hewan di
wilayah kerjanya;

e. membantu melaksanakan pengumpulan dan analisa
data meliputi kejadian penyakit, kasus kematian,
jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain
yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-
langkah penanganan selanjutnya;

f. melaksanakan pengambilan  spesimen  yang
diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa
penyakit hewan menular (PHM) untuk dilakukan
pemeriksaan di laboratorium rujukan atau
laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;

g. melaksanakan pergamatan dan pemeriksaan
terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara
klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah
kerjanya;

h. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah
kerjanya ke Dinas Kabupaten sesuai prosedur dan
format pelaporan yang telah ditetapkan;

i. melaksanakan pengolahan data terpadu untuk
kepentingan analise dan pelaporan  situasi
kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

j. membantu dalam langkah kesiagaan darurat wabah
untuk melindungi kepentingan masyarakat umum,;

k. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan
secara berjenjang:

1. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan
dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

m. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di
bidang kesehatan hewan,;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

n. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. melaksanakan tugas lein yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Subbagian Tata Usaha UPTD

Pasal 21

(1) Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian UPTD yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTDmempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang
meliputi administrasi urusan program, keuangan,
umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan program;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan
kepegawaian,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam  menyelenggarakan tugas dan  fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian
tugas :

a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha
UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengelola penyusunan rencana kerja UPTD, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

¢. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran
kegiatan operasional sesuai dengan rencana dan
program kerja UPTD;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
dan pelaporan secara berkala;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum
di lingkup UPTD;

f. memfasilitasi kegiatan teknis operasional
pelaksanaan kegiatan UPTD;
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g. melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan,
surat masuk dan surat keluar sesuai dengan
ketentuar. Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

h. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD
yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemeliharaan, pendistribusian dan usulan

penghapusan barang;

i. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa
dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi
kebutuhan UPTD;

j. meclaksanakan pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian di lingkup UPTD;

k. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan
tenaga teknis UFTD;

l. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan pihak-pihak lain dalam memperlancar
pelaksanaan tugas kedinasan;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Sub-Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Sub-Substansi merupakan tugas tambahan
kepada pejabat fungsional selaku Sub-Koordinator
jabatan fungsional.

(2) Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas
dan fungsi Administrator.

(3) Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud . pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Sekretaris Daerah.

(4) Pengaturan lebih lanjut Sub-Koordinator jahatan
" fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 17
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional
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sesuai dengan  literatur  jabatan  fungsionalnya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
(2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil

Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan
fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas seuai ketentuan

yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Setiep pimpinan, dan Jabatan Fungsional dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing, dalam lingkungan Dinas,
maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan dalam  melaksanakan  tugas
menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan
masing-masing,

(3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

(4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di
bawahnya.

Pasal 25

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pasca
penyederhanaan struktur  organisasi  Dinas, agar
ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada pola proses bisnis,
Standar Operasional Prosedur (SOP), tata hubungan kerja
antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai tertib
administrasi pemerintahan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat Pengawas pada unit kerja Badan yang berubah
sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati ini, tetap
melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 24 Tahun 2020), sampai dengan
pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 24 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Desember 202

BUPATI PU RWAKARTA,f

‘V“'/ AT AMUSTIKA/g
Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 23 Desember 202l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEEN PURWAKARTA,

A Y

«
IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 24¢
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